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IDI in handling medical malpractice cases, by highlighting legal, ethical and
implementation aspects of advocacy. The method used is a qualitative approach
through literature study and interviews with legal practitioners and medical
personnel. The research results show that this collaboration plays an important
role in providing legal protection for doctors and patients, ensuring justice-
based dispute resolution, and increasing medical personnel's understanding of
the legal aspects of medical practice. This study recommends increasing
communication between LBH and IDI as well as developing special protocols to
handle medical malpractice cases.
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ABSTRAK

Malpraktik medis merupakan salah satu isu yang sering menimbulkan polemik hukum dan etik di sektor
kesehatan. Untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut secara adil, diperlukan kolaborasi antara Lembaga
Bantuan Hukum (LBH) dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis
peran kolaborasi antara LBH dan IDI dalam menangani kasus malpraktik medis, dengan menyoroti aspek
hukum, etika, dan implementasi advokasi. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui
studi literatur dan wawancara dengan praktisi hukum serta tenaga medis. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa kolaborasi ini berperan penting dalam memberikan perlindungan hukum bagi dokter dan pasien,
memastikan penyelesaian sengketa yang berbasis keadilan, serta meningkatkan pemahaman tenaga
medis tentang aspek hukum dalam praktik kedokteran. Studi ini merekomendasikan peningkatan
komunikasi antara LBH dan IDI serta penyusunan protokol khusus untuk menangani kasus-kasus
malpraktik medis.

Kata Kunci: Lembaga Bantuan Hukum, lkatan Dokter Indonesia, malpraktik medis, hukum
kesehatan, kolaborasi.

PENDAHULUAN

Profesi kedokteran adalah salah satu profesi yang memiliki tanggung jawab besar
terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat. Namun, kompleksitas dunia medis sering kali
memunculkan risiko kesalahan atau kelalaian yang dapat berujung pada tuduhan malpraktik
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medis. Di Indonesia, kasus malpraktik medis tidak hanya menjadi permasalahan hukum, tetapi
juga berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap profesi dokter dan institusi kesehatan.
Dalam konteks ini, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan lkatan Dokter Indonesia (IDI)
memegang peran yang sangat penting. LBH berfungsi memberikan perlindungan hukum kepada
dokter yang menghadapi tuduhan malpraktik, sekaligus membantu pasien dalam memahami hak-
haknya. Sementara itu, IDI memiliki mandat untuk memastikan bahwa para anggotanya
mematuhi kode etik profesi dan menjalankan praktik kedokteran yang aman serta sesuai standar.
Kolaborasi antara LBH dan IDI menjadi semakin penting mengingat banyaknya
tantangan yang dihadapi dalam penanganan kasus malpraktik medis, seperti kurangnya
pemahaman hukum di kalangan dokter, perbedaan persepsi antara hukum dan etika, serta
kurangnya mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif. Oleh karena itu, penelitian ini
bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana kolaborasi antara kedua lembaga ini dapat membantu
menciptakan sistem penyelesaian yang adil dan profesional bagi semua pihak yang terlibat.

Rumusan Masalah
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dalam menangani kasus malpraktik medis
di Indonesia?

2. Bagaimana peran Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dalam menjaga standar etik dan melindungi
anggotanya yang menghadapi tuduhan malpraktik?

3. Bagaimana bentuk kolaborasi yang efektif antara LBH dan IDI dalam menyelesaikan kasus
malpraktik medis?

4. Apa saja hambatan yang dihadapi dalam kolaborasi antara LBH dan IDI, serta bagaimana
solusi untuk mengatasinya?

Tujuan Penelitian

Menganalisis peran Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dalam memberikan pendampingan
hukum kepada dokter dan pasien dalam kasus malpraktik medis. Mengidentifikasi peran Ikatan
Dokter Indonesia (IDI) dalam menjaga standar etik profesi dan melindungi anggotanya dari
tuduhan malpraktik. Mengeksplorasi bentuk kolaborasi yang efektif antara LBH dan IDI dalam
penyelesaian kasus malpraktik medis secara adil. Mengidentifikasi hambatan dalam kolaborasi
antara LBH dan IDI serta memberikan rekomendasi solusi untuk mengatasinya

HASIL DAN PEMBAHASAN

Lembaga Bantuan Hukum (LBH)

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) memiliki peran yang sangat signifikan dalam
menangani kasus malpraktik medis di Indonesia. LBH tidak hanya bertindak sebagai pengacara
atau perwakilan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat, tetapi juga berperan sebagai mediator,
penasihat hukum, dan pemberi edukasi tentang hak-hak dan kewajiban hukum kepada
masyarakat.

1. Pendampingan Hukum bagi Dokter
Salah satu peran utama LBH adalah memberikan perlindungan hukum kepada dokter yang
dituduh melakukan malpraktik. Tuduhan malpraktik sering kali memiliki dampak serius,
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termasuk ancaman terhadap karier profesional dokter dan reputasi pribadi mereka. Dalam
situasi ini, LBH menyediakan berbagai bentuk pendampingan hukum, seperti:
Konsultasi hukum: Memberikan pemahaman kepada dokter mengenai kasus yang dihadapi,
termasuk analisis potensi pelanggaran hukum dan sanksi yang mungkin dijatuhkan.
Representasi hukum: Mendampingi dokter dalam proses litigasi di pengadilan atau mediasi di
luar pengadilan.
Negosiasi: Membantu dokter menyelesaikan masalah dengan pihak pasien secara damai untuk
menghindari konflik yang berlarut-larut.

2. Pendampingan Hukum bagi Pasien
Selain mendampingi dokter, LBH juga berperan dalam membantu pasien yang merasa
dirugikan oleh tindakan medis. Dalam hal ini, LBH memastikan bahwa hak-hak pasien
dilindungi dan mereka mendapatkan keadilan. Bentuk bantuan hukum kepada pasien meliputi:
Penyelidikan awal: Membantu pasien mengumpulkan bukti-bukti yang relevan untuk
mendukung klaim malpraktik.
Advokasi: Memberikan suara kepada pasien dalam sistem hukum yang sering kali dianggap
kompleks dan sulit diakses.
Pendidikan hukum: Mengedukasi pasien tentang hak-hak mereka dalam sistem kesehatan,
termasuk hak untuk mendapatkan perawatan yang aman dan berkualitas.

3. Mediasi dan Resolusi Konflik
LBH juga sering kali berperan sebagai mediator antara dokter dan pasien. Dalam konteks ini,
tujuan utama adalah mencapai kesepakatan yang adil bagi kedua belah pihak tanpa harus
melalui proses pengadilan yang panjang dan mahal. Mediasi yang dilakukan olen LBH
melibatkan:
Identifikasi masalah utama: Membantu kedua belah pihak memahami inti permasalahan tanpa
adanya emosi yang memperburuk situasi.
Pencarian solusi: Menciptakan lingkungan yang kondusif untuk negosiasi, sehingga kedua
pihak dapat mencapai solusi yang memuaskan.

4. Penguatan Kapasitas dan Edukasi
LBH juga berkontribusi dalam meningkatkan pemahaman hukum di kalangan tenaga medis.
Banyak dokter di Indonesia yang tidak sepenuhnya memahami implikasi hukum dari tindakan
medis yang mereka lakukan. Oleh karena itu, LBH sering mengadakan pelatihan dan
workshop untuk:
Meningkatkan kesadaran hukum: Mengajarkan dokter tentang undang-undang kesehatan,
prosedur hukum, dan risiko yang mungkin mereka hadapi.
Pencegahan malpraktik: Memberikan panduan kepada dokter tentang praktik-praktik yang
aman dan sesuai dengan standar hukum serta etika.

5. Advokasi Sistemik
Selain menangani kasus per kasus, LBH juga berperan dalam melakukan advokasi sistemik
untuk memperbaiki sistem hukum yang terkait dengan kasus malpraktik medis di Indonesia.
Ini mencakup:
Reformasi kebijakan: Mengusulkan perubahan pada undang-undang atau peraturan yang
dianggap tidak adil atau tidak memadai.
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Peningkatan akses keadilan: Mendorong adanya sistem hukum yang lebih mudah diakses oleh

dokter dan pasien, termasuk mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan efisien.
6. Tantangan yang Dihadapi LBH

Meskipun memiliki peran penting, LBH menghadapi sejumlah tantangan dalam menangani

kasus malpraktik medis, seperti:

Kurangnya pemahaman masyarakat: Banyak pasien yang tidak memahami mekanisme hukum

yang berlaku, sehingga sulit untuk menyelesaikan sengketa secara damai. Keterbatasan

sumber daya: LBH sering kali menghadapi kendala dalam hal tenaga kerja, dana, dan waktu

untuk menangani kasus yang kompleks.

Perbedaan persepsi: Terdapat perbedaan pandangan antara aspek hukum dan medis yang dapat

menyulitkan proses penyelesaian sengketa.

Ikatan Dokter Indonesia (IDI)

Ikatan Dokter Indonesia (ID1) merupakan organisasi profesi yang memiliki mandat utama
untuk menjaga kualitas layanan kesehatan dan integritas profesi kedokteran di Indonesia. Dalam
konteks kasus malpraktik medis, IDI memainkan peran strategis sebagai penjaga standar etik dan
pelindung anggotanya yang menghadapi tuduhan malpraktik. Berikut adalah rincian peran IDI
dalam konteks ini:

1. Menjaga Standar Etik Profesi Kedokteran

IDI memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa semua anggotanya

menjalankan praktik kedokteran sesuai dengan kode etik profesi, yang dikenal sebagai Kode

Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI). Beberapa langkah yang dilakukan ID1 untuk menjaga

standar etik antara lain:

a. Pengawasan Etik
Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK): Sebagai organ pengawas etik, MKEK
bertugas untuk menilai dan menyelesaikan dugaan pelanggaran kode etik oleh dokter. Jika
ditemukan pelanggaran, MKEK dapat memberikan sanksi etik yang bertujuan untuk
menjaga integritas profesi.
Evaluasi Praktik: IDI secara berkala mengawasi praktik kedokteran para anggotanya untuk
memastikan kepatuhan terhadap standar etik.

b. Edukasi dan Sosialisasi
IDI secara aktif mengedukasi para dokter tentang pentingnya mematuhi standar etik dan
hukum. Program pendidikan ini mencakup:
Pelatihan kode etik: IDI mengadakan seminar, lokakarya, dan pelatihan terkait KODEKI
untuk meningkatkan pemahaman dokter tentang kewajiban etik mereka.
Peningkatan kesadaran hukum: Edukasi tentang implikasi hukum dari tindakan medis
untuk mencegah malpraktik.

c. Peningkatan Profesionalisme
IDI mempromosikan praktik kedokteran yang profesional melalui penerapan standar
pelayanan medis berbasis bukti dan pelatihan berkelanjutan (Continuing Medical
Education/CME). Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa para dokter selalu mengikuti
perkembangan terbaru dalam ilmu kedokteran.
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2. Melindungi Anggota yang Menghadapi Tuduhan Malpraktik
IDI memiliki kewajiban untuk melindungi anggotanya, terutama ketika mereka menghadapi
tuduhan malpraktik yang sering kali memengaruhi reputasi profesional dan emosional mereka.
Peran ini mencakup beberapa aspek:

a.

Pendampingan Hukum

IDI menyediakan pendampingan hukum bagi dokter yang dituduh melakukan malpraktik.
Pendampingan ini melibatkan koordinasi dengan pengacara atau lembaga bantuan hukum
untuk memastikan bahwa hak-hak dokter terlindungi selama proses hukum.

Advokasi kasus: IDI secara aktif mendampingi dokter dalam menghadapi persidangan atau
investigasi yang melibatkan dugaan malpraktik.

Penyelesaian Sengketa

IDI membantu memfasilitasi penyelesaian sengketa antara dokter dan pasien melalui
mediasi. Dengan melibatkan pihak netral, IDI berupaya mencapai solusi yang adil tanpa
harus membawa kasus ke pengadilan. Proses ini mencakup:

Identifikasi fakta medis: IDI membantu mengklarifikasi apakah Tindakan yang dilakukan
dokter sesuai dengan standar profesi atau merupakan bentuk kelalaian.

Fasilitasi komunikasi: Memperbaiki hubungan antara dokter dan pasien untuk mencegah
konflik yang lebih besar.

Dukungan Moral dan Psikologis

Kasus malpraktik sering kali memberikan tekanan besar terhadap dokter, baik secara moral
maupun emosional. IDI menyediakan dukungan moral kepada anggotanya melalui
berbagai cara, seperti:

Memberikan pendampingan psikologis kepada dokter yang terdampak dan membentuk
komunitas solidaritas untuk saling mendukung antar anggota.

3. Pengembangan Sistem Pencegahan Malpraktik
Untuk mencegah kasus malpraktik di masa depan, IDI berfokus pada pengembangan sistem
yang memastikan bahwa dokter memiliki pemahaman yang baik tentang risiko hukum dan
etik dalam praktik kedokteran. Upaya ini melibatkan:

a.

Standarisasi Prosedur Medis

IDI bekerja sama dengan institusi kesehatan untuk menyusun pedoman praktik kedokteran
yang mengacu pada standar internasional. Standarisasi ini mencakup protokol diagnosis,
terapi, dan manajemen pasien untuk mengurangi potensi kesalahan.

. Sertifikasi dan Akreditasi

IDI memastikan bahwa setiap dokter yang berpraktik telah memenuhi syarat kompetensi
dan memiliki sertifikasi yang diperlukan. Selain itu, IDI berperan dalam memberikan
akreditasi kepada fasilitas kesehatan yang memenuhi standar kualitas pelayanan.

Promosi Keselamatan Pasien

Melalui kampanye dan program edukasi, IDI menekankan pentingnya keselamatan pasien
sebagai prioritas utama dalam pelayanan kesehatan. Program ini melibatkan dokter,
perawat, dan seluruh staf medis.

4. Kolaborasi dengan Lembaga Lain
IDI tidak bekerja sendiri dalam menangani kasus malpraktik. Organisasi ini menjalin kerja
sama dengan berbagai pihak, termasuk Lembaga Bantuan Hukum (LBH), pemerintah, dan
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institusi kesehatan, untuk menciptakan sistem penyelesaian sengketa yang lebih efektif.
Kolaborasi ini melibatkan:

Penyusunan protokol penyelesaian sengketa yang melibatkan aspek hukum dan etik.
Pengembangan mekanisme mediasi yang lebih cepat dan terjangkau bagi dokter dan pasien.
Tantangan yang Dihadapi IDI

Dalam menjalankan perannya, IDI menghadapi sejumlah tantangan, seperti:

Konflik antara hukum dan etik: Terkadang, apa yang dianggap benar secara hukum mungkin
bertentangan dengan kode etik profesi.

Kurangnya kesadaran anggota: Tidak semua dokter memahami pentingnya mematuhi standar
etik dan hukum, sehingga masih terjadi pelanggaran yang tidak disengaja. Keterbatasan
sumber daya: Sebagai organisasi non-pemerintah, IDI sering kali memiliki keterbatasan dalam
mendukung semua anggotanya secara maksimal.

Kolaborasi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan lkatan Dokter Indonesia (IDI)

Kolaborasi yang efektif antara Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan lkatan Dokter

Indonesia (IDI) dalam menyelesaikan kasus malpraktik medis dapat berjalan dengan baik jika
kedua pihak saling mendukung dan memahami peran masing-masing. Berikut adalah beberapa
bentuk kolaborasi yang dapat diterapkan:

1.

Penyuluhan dan Edukasi Bersama

LBH dapat bekerja sama dengan IDI untuk mengadakan seminar atau pelatihan untuk para
dokter mengenai etika medis, regulasi hukum yang berlaku, dan cara menghindari kesalahan
medis yang berpotensi menyebabkan malpraktik. Sebaliknya, IDI bisa memberikan
pemahaman kepada LBH tentang aspek-aspek teknis dalam dunia medis yang perlu dipahami
untuk menangani kasus malpraktik.

Pendampingan Hukum dan Medis

LBH bisa memberikan pendampingan hukum bagi pasien yang merasa menjadi korban
malpraktik medis, sedangkan IDI bisa mengadakan panel ahli untuk memberikan penilaian
medis objektif terkait dugaan malpraktik. Dalam hal ini, IDI berperan sebagai lembaga yang
memberikan perspektif profesional terhadap praktek medis yang terlibat dalam kasus tersebut.
Mediation dan Penyelesaian Sengketa

Kolaborasi bisa difokuskan pada penyelesaian sengketa secara damai melalui mediasi, dengan
melibatkan pihak LBH sebagai mediator hukum dan IDI sebagai pihak yang memberikan
penilaian medis independen. Hal ini dapat mengurangi potensi ketegangan dan konflik dalam
kasus malpraktik, serta memberikan solusi yang lebih adil bagi semua pihak.

Penyusunan Standar Prosedur dan Pedoman Hukum

LBH dan IDI bisa bersama-sama menyusun pedoman hukum dan standar operasional prosedur
(SOP) untuk mengatasi kasus malpraktik medis. Ini bisa mencakup panduan mengenai cara
melaporkan dan menyelesaikan malpraktik, serta bagaimana dokter dan pasien dapat
menghindari kesalahpahaman yang dapat berujung pada sengketa hukum.

Sosialisasi tentang Hak Pasien dan Kewajiban Dokter

Kedua pihak bisa melakukan sosialisasi kepada masyarakat luas tentang hak-hak pasien dan
kewajiban dokter dalam memberikan pelayanan medis yang sesuai standar. Ini bisa mencakup
pemahaman tentang apa yang dianggap sebagai malpraktik dan bagaimana pasien dapat
melaporkan kejadian tersebut secara tepat. Dengan komunikasi yang baik dan pembagian
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tugas yang jelas, kolaborasi antara LBH dan IDI dapat memberikan manfaat besar, baik bagi
perlindungan hak pasien maupun bagi profesi medis itu sendiri.

Hambatan Kolaborasi antara Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan lkatan Dokter
Indonesia (IDI) dalam menyelesaikan kasus malpraktik medis
Kolaborasi antara Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI)
dalam menyelesaikan kasus malpraktik medis dapat menghadapi beberapa hambatan. Beberapa
hambatan tersebut dan solusi untuk mengatasinya adalah sebagai berikut:
1. Perbedaan Pemahaman dan Perspektif Hambatan:
LBH dan IDI memiliki latar belakang yang berbeda—LBH berfokus pada aspek hukum,
sementara IDI berfokus pada etika dan aspek medis. Perbedaan ini dapat menyebabkan
ketidaksepahaman mengenai apa yang dianggap sebagai malpraktik dan bagaimana cara
terbaik untuk menyelesaikan masalah.
Solusi:
Melakukan pelatihan bersama dan workshop yang melibatkan kedua belah pihak untuk
menjembatani perbedaan tersebut. Pendidikan tentang dasar-dasar hukum medis dan etika
profesi kedokteran untuk memperkecil kesenjangan pemahaman dapat membantu
meningkatkan komunikasi yang lebih baik. Selain itu, mendirikan forum diskusi atau panel
ahli bersama untuk menyelesaikan perbedaan pendapat secara konstruktif bisa menjadi
langkah yang efektif.
2. Keterbatasan Waktu dan Sumber Daya Hambatan:
Seringkali, LBH dan IDI tidak memiliki waktu atau sumber daya yang cukup untuk
melaksanakan kolaborasi yang intensif. Hal ini dapat menghambat pelaksanaan program
bersama, seperti mediasi atau penyuluhan kepada masyarakat.
Solusi:
Membuat jadwal dan rencana kerja yang jelas, serta merancang program yang bisa dilakukan
secara bertahap dengan memanfaatkan teknologi untuk mengurangi kendala waktu dan
sumber daya. Penggunaan platform digital untuk edukasi, mediasi, atau konsultasi bisa
menjadi alternatif efektif, mengurangi biaya dan mempermudah akses.
3. Kurangnya Kepercayaan antara Pihak Hambatan:
Ada kemungkinan bahwa ada ketidakpercayaan antara LBH dan IDI, terutama jika ada
anggapan bahwa LBH mungkin berpihak pada pasien tanpa mempertimbangkan aspek
profesional kedokteran atau bahwa IDI mungkin melindungi anggotanya yang terlibat dalam
malpraktik.
Solusi:
Membentuk dasar hubungan yang transparan dan saling menghormati adalah kunci. Membuat
kesepakatan atau kode etik bersama yang menegaskan komitmen kedua belah pihak terhadap
keadilan dan objektivitas dapat meningkatkan rasa saling percaya. Selain itu, mengadakan
pertemuan rutin untuk berbagi pengalaman dan hasil kerja bisa mempererat hubungan dan
memastikan transparansi.
4. Perbedaan Tujuan atau Kepentingan Hambatan:
LBH mungkin lebih fokus pada advokasi untuk hak-hak pasien dan ganti rugi, sementara IDI
lebih fokus pada perlindungan profesi medis dan kualitas layanan medis. Ini bisa
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menyebabkan ketegangan ketika tujuan kedua pihak berbeda dalam menyelesaikan suatu
kasus.
Solusi:
Menyusun tujuan bersama yang lebih besar, yaitu perlindungan hak pasien dan peningkatan
kualitas layanan medis secara bersamaan. Menyusun mekanisme penyelesaian yang
mengakomodasi kedua kepentingan, seperti penyelesaian kasus melalui mediasi, dapat
membantu menemukan titik temu antara kedua belah pihak.
5. Keterbatasan Pengetahuan Medis bagi LBH Hambatan:
LBH yang menangani kasus malpraktik mungkin tidak memiliki pengetahuan medis yang
cukup untuk menilai apakah suatu tindakan medis benar-benar merupakan malpraktik atau
tidak. Hal ini dapat menyebabkan kesulitan dalam mengumpulkan bukti yang kuat.
Solusi:
LBH dapat bekerja sama dengan IDI untuk mengakses ahli medis atau panel medis yang dapat
memberikan penilaian objektif dan independen tentang kasus yang ditangani. Pelatihan dasar
mengenai konsep medis dasar bagi pengacara yang menangani kasus medis juga bisa
membantu meningkatkan pemahaman mereka.
6. Regulasi dan Prosedur yang Rumit Hambatan:
Proses hukum dalam kasus malpraktik medis bisa rumit dan memakan waktu lama, dengan
prosedur yang membingungkan. Hal ini dapat menghambat efektivitas kolaborasi antara LBH
dan IDI dalam menyelesaikan kasus dengan cepat.
Solusi:
Mendorong reformasi regulasi atau mempermudah prosedur untuk menangani kasus
malpraktik dapat mengurangi beban hukum. Selain itu, membentuk tim lintas disiplin yang
berfokus pada pemecahan masalah secara cepat dan efisien dapat membantu mempercepat
penyelesaian kasus.
7. Ketidaksepakatan tentang Solusi Penyelesaian Kasus Hambatan:
Kadang-kadang, LBH dan IDI mungkin tidak sepakat tentang cara terbaik untuk
menyelesaikan kasus—apakah itu melalui mediasi, penyelesaian hukum, atau alternatif
lainnya.
Solusi:
Untuk mengatasi perbedaan ini, penting untuk memiliki mekanisme penyelesaian sengketa
yang jelas dan fleksibel. Mungkin dengan melibatkan pihak ketiga yang independen, seperti
mediator atau arbitrator yang ahli dalam hukum medis, dapat membantu kedua belah pihak
mencapai kesepakatan yang menguntungkan bagi semua pihak.
Dengan mengidentifikasi dan menangani hambatan-hambatan ini secara proaktif,
kolaborasi antara LBH dan IDI dapat berjalan lebih efektif dan menghasilkan penyelesaian kasus
malpraktik medis yang lebih adil dan transparan.

KESIMPULAN

Dalam jurnal ini, dibahas pentingnya kolaborasi antara lembaga bantuan hukum (LBH)
dan lkatan Dokter Indonesia (IDI) dalam menangani kasus malpraktik medis. Kolaborasi ini
bertujuan untuk memastikan keadilan bagi korban malpraktik medis sekaligus melindungi hak-
hak tenaga medis. Lembaga bantuan hukum berperan dalam memberikan pendampingan hukum
kepada pasien korban malpraktik, sedangkan IDI memiliki peran penting dalam memberikan
informasi teknis medis dan melindungi profesi kedokteran.
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Kerjasama ini dapat membantu mengatasi tantangan hukum yang kompleks dalam kasus
malpraktik, baik dari segi prosedural maupun substansial. Dengan sinergi antara kedua pihak,
dapat tercipta sistem yang lebih efektif dalam menyelesaikan sengketa malpraktik medis,
memberikan kepastian hukum, dan mendorong perbaikan kualitas pelayanan medis di Indonesia.
Kesimpulannya, kolaborasi antara LBH dan IDI dalam penanganan kasus malpraktik medis
sangat penting untuk mewujudkan keadilan yang seimbang antara korban dan pelaku, serta
menciptakan iklim yang mendukung profesionalisme di dunia medis.
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